BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A.Kesimpulan
Penelitian yang dilakukan oleh Penulis mengenai jual beli antara
debitur dengan developer yang tidak sesuai dengan penawatan iklan
berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dihubungkan
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Suatu penawaran yang tidak ada tindak lanjutnya tidak
memiliki akibat hukum dikarenakan tidak ada peristiwa hukum
antara produsen dengan masyarakat (konsumen dan/atau
calon konsumen) akan tetapi bila ditemukan cacat
(ketidaksesuaian) dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia akan memiliki akibat hukum.
Penawaran yang ditindak lanjuti dengan perjanjian jual-beli
antara konsumen dengan produsen memiliki akibat hukum,
karena perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang
bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 Ayat (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata).

2. Perundang-undangan di Indonesia telah dapat melindungi
kepentingan-kepentingan konsumen dari perbuatan licik atau

nakal pihak produsen terutama yang penulis teliti mengenai
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penawaran dalam bentuk iklan, yang dimana penulis
menyimpulkan bahwa hak konsumen dan/atau calon
konsumen dalam penawaran bentuk iklan haruslah berisi
informasi yang sebenar-benarnya sehingga konsumen/calon
konsumen terhindar dari penyesatan yang dilakukan oleh
developer pada iklan tersebut yang dimana pihak developer
bertujuan untuk mencari keuntungan dari penjualan
produksinya. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah
melalui undang-undang kepada konsumen dan/atau calon
konsumen Undang-Undang Nomor 8 Pasal 1 Butir 1 Tahun
1999, tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa
“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada
konsumen”. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak
konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus,
memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-
wenang yang selalu merugikan hak konsumen.Dengan
adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen beserta
perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi
yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau
menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau

dilanggar oleh pelaku usaha.
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B. Saran
Penelitian yang dilakukan oleh Penulis mengenai jual beli antara
debitur dengan developer yang tidak sesuai dengan penawatan iklan
berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dihubungkan
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penulis menganggap akan lebih baik jika suatu penawaran
memiliki akibat hukum tidak hanya dalam ruang lingkup
pidana penjara dan pidana denda saja, penulis juga
menyarankan bahwa akan lebih baik dalam ruang lingkup
perdata juga seperti pengembalian dana konsumen dan/atau
calon konsumen yang telah masuk kepada pihak produsen
tanpa melalui proses gugatan yang diajukan ke pengadilan,
sehingga dapat terciptanya penyelesaian permasalahan yang
sederhana, cepat, dan biaya ringan.

2. Penulis menyarankan bahwa akan lebih baik jika ada
ketentuan hukum yang mengatur segala bentuk iklan yang
akan dikeluarkan oleh pihak produsen harus melalui
pemeriksaan yang dilakukan oleh Lembaga Pengawas
Periklanan, sehingga dapat diminimalisir pelanggaran-
pelanggaran mengenai iklan tersebut terutama mengenai
informasi yang dikaburkan (disembunyikan) oleh pihak
produsen yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat

selaku pengkonsumsi iklan dari produsen.
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